
Pekan lalu, Guterres juga telah
menegaskan posisinya bahwa tidak
ada upaya menangani warga
Palestina yang mengharuskan
adanya 'pembersihan etnis'.

Sebelumnya, Donald Trump me-
ngatakan warga Palestina yang
meninggalkan Gaza di bawah ren-

cananya untuk menguasai wilayah
yang terkepung itu tidak akan memi-
liki hak untuk kembali ke daerah
kantong tersebut. Trump, yang se-
belumnya telah menimbulkan ke-
marahan global atas rencananya
untuk merelokasi warga Palestina
keluar dari Gaza, kembali membuat
pernyataan kontroversial pada
Senin dalam wawancara dengan
Fox News.

"Apakah warga Palestina akan
memiliki hak untuk kembali?" tanya
Bret Baier dari Fox News, yang
mewawancarai Trump terkait ren-
cananya untuk Gaza.

"Tidak, mereka tidak akan memi-
likinya," jawab Trump, mengklaim

bahwa warga Palestina akan men-
dapatkan perumahan yang jauh
lebih baik.

Trump juga mengklaim beren-
cana membangun tempat perma-
nen bagi warga Palestina, karena
menurutnya Gaza saat ini tidak
layak huni dan butuh bertahun-
tahun sebelum bisa dihuni kembali.
Trump menggambarkan ren-
cananya untuk Gaza sebagai pe-
ngembangan real estat untuk masa
depan, dengan mengatakan ia
bermaksud untuk membangun ko-
munitas yang indah bagi 1,9 juta
warga Palestina, di mana ia sendiri
akan menjadi pemilik properti terse-
but.                                     (Ant/Has)-f

Jumlah ini sangat besar, terutama jika sekitar 75
persen dari pengeluaran tersebut dialokasikan untuk
tempat tinggal dan makanan lokal. Hal ini menun-
jukkan bahwa perputaran ekonomi lokal DIY sangat
bergantung pada keberadaan mahasiswa.

Selain mahasiswa, kontributor utama pengelu-
aran dalam ekonomi DIYberasal dari wisatawan dan
rumah tangga penduduk yang menetap di DIY. Me-
ngingat konsumsi penduduk DIY relatif stabil, fluktu-
asi konsumsi sangat dipengaruhi oleh keberadaan
mahasiswa dan wisatawan. Pada masa pandemi
Covid-19, hal ini terlihat jelas ketika pertumbuhan
ekonomi DIY mengalami penurunan drastis akibat
berkurangnya jumlah mahasiswa dan wisatawan.
Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi DIY ber-
ada di kisaran 5-6 persen, namun turun drastis men-
jadi sekitar 2,6 persen akibat berkurangnya aktivitas
ekonomi yang didukung oleh dua kelompok ini.

Berdasarkan fakta ini, upaya mempertahankan
pertumbuhan ekonomi DIY bergantung pada tiga
faktor utama. Konsumsi rumah tangga menjadi tu-
lang punggung pertumbuhan ekonomi DIY dengan
kontribusi sekitar 2-3 persen. Kestabilan konsumsi
rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat
yang kuat serta ketergantungan pada sektor-sektor

jasa dan perdagangan lokal. Oleh karena itu, upaya
menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat
daya kontrol dan sektor-sektor yang mendukung
konsumsi rumah tangga menjadi hal yang krusial.

Selain itu, wisatawan dan mahasiswa juga memi-
liki peran besar dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi, menyumbang sekitar 3-4 persen terhadap
perekonomian DIY. Mahasiswa yang menetap
dalam jangka waktu lama serta wisatawan yang
datang silih berganti memberikan kontribusi besar
bagi berbagai sektor, termasuk perumahan, kuliner,
transportasi, dan jasa lainnya. Keberadaan mereka
menciptakan permintaan yang tinggi terhadap
layanan lokal dan memberikan efek berantai yang lu-
as dalam ekonomi daerah.

Keberadaan mahasiswa yang tersebar di wilayah
Yogya, mulai dari sekitar kampus UII di Jalan
Kaliurang hingga kampus ISI di Bantul, kemudian
UMY, Univ Aisyiah dan beberapa di bagian barat
Ring-road. Bahkan beberapa kampus sudah memi-
liki lokasi mendekati bandara YIA. Sementara itu, di
Kawasan Seturan terdapat UII, UPN, STIE YKPN,
Univ Proklamasi dan lain-lain. Lokasi kampus yang
tersebar tentu menguntungkan dari sisi pemerataan
pertumbuhan dan kegiatan ekonomi lokal. Kampus

bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, kam-
pus sebagai growth pole-nya Jogja.

Faktor terakhir yang turut berperan dalam pertum-
buhan ekonomi DIY adalah investasi, belanja peme-
rintah, dan ekspor-impor. Pembentukan modal do-
mestik bruto melalui investasi berkontribusi dalam
pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor
properti, serta pengembangan industri kreatif.
Sementara itu, belanja pemerintah menjadi faktor
pendukung penting dalam menstimulasi ekonomi
melalui proyek-proyek pembangunan dan program
sosial. Meskipun skala perdagangan internasional
DIY lebih kecil dibandingkan daerah industri lainnya,
ekspor dikurangi impor tetap memberikan kontribusi
tambahan bagi perekonomian DIY.

Dengan mempertahankan ekosistem ekonomi
yang kondusif bagi rumah tangga, serta menarik ma-
hasiswa dan wisatawan untuk tetap menjadikan DIY
sebagai destinasi utama mereka, maka pertum-
buhan ekonomi daerah ini dapat terus diperta-
hankan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung
keberlanjutan sektor pendidikan, pariwisata, dan in-
vestasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabili-
tas dan pertumbuhan ekonomi DIY ke depan.

(Penulis adalah  Guru Besar FEB UGM)-d
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Juni 2025, Semua RS Terapkan KRIS

SIDANG GUGATAN PRAPERADILAN HASTO
KPK Hadirkan Empat Ahli
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JAKARTA(KR) - Sebanyak empat ahli
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-
dianya menghadiri sidang gugatan prape-
radilan Sekretaris Jenderal PDI
Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk mem-
berikan keterangan. Namun sampai persi-
dangan dimulai, hanya dua ahli yang
hadir.

"Rencananya ada empat ahli Yang
Mulia, tapi baru dua ahli yang sudah
datang," kata Pelaksana tugas (Plt)
Kepala Biro Hukum KPK Iskandar
Marwanto dalam persidangan di Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa
(11/2).

Iskandar mengatakan dua ahli yang
datang yakni Ahli Hukum Pidana dari

Universitas Riau Erdianto dan Ahli Hukum
Pidana dari Universitas Brawijaya Priya
Jatmika. Kedua ahli tersebut dihadirkan
oleh pihak KPK selaku termohon dalam
persidangan.

Sebelum dilakukannya persidangan,
kedua belah pihak, pemohon dan termo-
hon melakukan pemeriksaan atas bukti-
bukti asli ataupun salinan. Saat dilakukan
pemeriksaan bukti, sempat terjadi perde-
batan di antara pemohon dan termohon.
Pihak Hasto sempat menyampaikan ke-
beratan terhadap ahli berkaitan surat tu-
gasnya tak ada kesesuaian tanggal surat
tugas.

Saksi ahli hukum pidana dari
Universitas Riau Erdianto Effendi menya-

takan alat bukti yang pernah digunakan di
kasus sebelumnya bisa dipakai untuk ter-
sangka baru. 

"Memang perdebatan dalam pene-
gakan hukum hari ini adalah apakah alat
bukti yang sudah digunakan untuk ter-
sangka lain dapat digunakan juga untuk
tersangka lain lagi, tersangka yang satu
misalnya, itu memang perdebatan,"
ungkapnya.

Erdianto menambahkan dalam perde-
batan itu adanya pengecualian yakni jika
ada penyertaan yakni kondisi saat dike-
tahui ada beberapa orang yang menjadi
pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, alat
bukti yang sudah digunakan dapat dipakai
untuk tersangka baru.                (Ant/Has)-f

"Presiden Prabowo juga melakukan
penyambutan upacara kenegaraan kepada
Presiden Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor
pada Rabu (12/2) hari ini," kata Deputi Bidang
Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Yusuf Permana.

Setelah prosesi penyambutan digelar, kedua
pemimpin negara diagendakan melakukan perte-

muan bilateral membahas beragam kerja sama
yang mungkin dijalin di antara dua negara. Kerja
sama tersebut diharapkan mampu memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak dan memper-
erat hubungan persahabatan Indonesia dan Turki.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, kunjung-
an kenegaraan akan ditutup dengan jamuan san-
tap siang kenegaraan di Halaman Istana

Kepresidenan Bogor. Berdasarkan informasi
yang dihimpun dari Kementerian Luar Negeri RI,
Indonesia dan Turki akan mengadakan Dewan
Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi (High Level
Strategic Cooperation Council). High Level SCC
ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi an-
tara kedua negara yang dipimpin langsung oleh
kepala negara. (Ant/San)-d

JAKARTA (KR) - Menteri Kesehatan
(Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan,
selain meningkatkan standar layanan kese-
hatan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga
dapat menumbuhkan bisnis rumah sakit, se-
hingga ditargetkan  semua rumah sakit sudah
mulai melakukan implementasi KRIS pada
Juni 2025.

"Dari 3.228 rumah sakit, ada 115 rumah
sakit yang kita tidak masukkan kewajibannya
untuk KRIS, ada 3.113. Nah ini setengah-
setengah lah, ya swasta lebih banyak sedikit
dan kemudian ada rumah sakit Pemerintah,"
kata Menkes Budi saat rapat bersama DPR
di Jakarta, Selasa (11/2).

Menkes menjelaskan, pada 2024 tercatat
jumlah tempat tidur RS sebanyak 389.000,
lebih tinggi dari tahun 2022. Kemudian, tem-
pat tidur Kelas 3 naik menjadi sekitar 142.000
dari sebelumnya 130.000. "Ternyata tempat

tidur penambahannya tuh 5.0000-an per-
tahun, perkembangan bisnis yang ada
sekarang," kata Menkes.

Menkes menilai perkembangan jumlah
tempat tidur itu juga karena adanya perbaikan
sistem kesehatan, semakin banyak alat-alat
kesehatan yang memadai, serta sistem
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang makin baik. Selain itu, katanya,
kenaikan jumlah tempat tidur Kelas 3 meng-
untungkan bagi masyarakat umum.

"Artinya apa? Dengan adanya adjustment
KRIS ini, rumah sakit-rumah sakit mengu-
rangi tempat tidur Kelas 1 dan VIP-nya mere-
ka, menambah tempat tidur Kelas 3 yang me-
nurut kita justru ini yang baik, bagi masyarakat
umum ya. Kecuali kalau kita melihatnya dari
sisi rumah sakit, dari sisi perspektif rumah sa-
kit dan perspektif orang kaya," kata Menkes.

Menkes menyebutkan, KRIS adalah upa-

ya untuk meningkatkan standar layanan ke-
sehatan, agar pasien lebih nyaman saat di-
rawat. Hal itu juga untuk menghindari risiko re-
infeksi karena rumah sakit mengandung
banyak patogen, bakteri, dan virus.

Ia mencontohkan, menurut studi dari pi-
haknya, banyak rumah sakit yang satu ka-
marnya bisa diisi oleh enam hingga delapan
pasien. Secara kenyamanan dan kesehatan,
katanya, hal tersebut kurang baik, sehingga
dalam standar itu, jumlah maksimal pasien di-
batasi jadi empat.

Adapun terdapat 12 standar yang ditetap-
kan dalam kebijakan ini antara lain kamar
mandi dalam, outlet oksigen, dan ventilasi
yang memadai. Terkait penerapan, ia menje-
laskan saat ini ada 600 RS yang sudah me-
menuhi 12 standar KRIS, dari 2.766 RS yang
sudah divalidasi oleh Dinas Kesehatan di da-
erah-daerah. (Ant/San)-f

KR-Antara/Sulthony Hasanuddin
UNJUKRASA SOPIR TRUK: Sejumlah pengunjukrasa dari Keluarga Besar Sopir
Indonesia (KBSI) mencoba menghentikan truk yang melintas di Jalan Yos Sudarso,
Koja, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Aksi yang diikuti ratusan sopir tersebut menuntut
penghapusan pungutan liar, intimidasi premanisme, serta mempercepat proses
bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Sejak awal beroperasi hingga 9 Februari 2025,
Frederica yang akrab disapa Kiki menyampaikan,
IASC telah menerima total 42.257 laporan, dengan
laporan yang sudah diverifikasi 40.936. Jumlah
rekening terkait penipuan yang dilaporkan 70.390
rekening. Dari jumlah tersebut, ujar Kiki, 19.980
rekening telah dilakukan pemblokiran (28 persen).

Sebagai informasi, IASC atau Pusat Penanganan
Penipuan Transaksi Keuangan dirilis secara soft
launching pada 22 November 2024. Pada Selasa
atau bertepatan dengan agenda PITJK 2025, OJK
resmi meluncurkan IASC.

Inisiasi ini dibentuk OJK bersama Anggota Satuan
Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal
(Satgas PASTI) yang didukung asosiasi industri per-
bankan dan sistem pembayaran.

Selain IASC, dalam rangka pelindungan kon-
sumen, Kiki juga melaporkan bahwa OJK melalui
Satgas PASTI telah menerima 16.610 pengaduan

terkait entitas ilegal sejak 1 Januari 2024 hingga 31
Januari 2025. Dari total tersebut, sebanyak 15.477
pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan
1.133 pengaduan terkait investasi ilegal.

Adapun pinjaman online ilegal dan penawaran in-
vestasi ilegal yang telah dihentikan masing-masing
sebanyak 3.517 entitas dan 519 entitas sejak 1
Januari 2024 hingga 24 Januari 2025.

Dari aspek layanan konsumen, sejak 1 Januari
2024 hingga 15 Januari 2025, OJK telah menerima
449.163 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal
Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 35.939
pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut, 13.644 pengad-
uan berasal dari sektor perbankan, 12.763 dari in-
dustri financial technology, 7.595 dari perusahaan
pembiayaan, 1.456 dari perusahaan asuransi, serta
sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan in-
dustri keuangan nonbank lainnya.

Sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025,
OJK telah memberikan delapan sanksi administratif
berupa denda dan 27 sanksi administratif berupa
peringatan tertulis atas pelanggaran ketentuan pelin-
dungan konsumen dalam penyediaan informasi
dalam iklan, tata cara pemasaran produk/layanan,
dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.
Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan hasil peng-
awasan market conduct, baik yang dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan
konsumen, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Januari
2025, OJK juga telah memberikan 20 perintah kepa-
da 18 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), 315
peringatan tertulis kepada 201 PUJK, dan 87 sanksi
denda kepada 81 PUJK. "Selain itu, terdapat 221
PUJK yang melakukan penggantian kerugian kon-
sumen atas 1.662 pengaduan dengan total kerugian
Rp 214,5 miliar," tutup Kiki.                         (Ant/San)-d

Djuhandani menyebutkan, dari hasil pemeriksaan tim
penyidik menemukan tindak pidana pemalsuan dalam
kasus itu. Pasalnya, terdapat unsur adanya pemalsuan
berkas dalam melakukan permohonan pengukuran dan
permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang. "Itu sudah kita buat laporan
polisi model A yang ditemukan oleh anggota yaitu de-
ngan nomor polisi LP nomor 2 II 2025 dimana terlapor
adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah ne-
gara kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggeledah
Kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod
Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten.
Penggeledahan itu melibatkan jajaran , Bareskrim Polri,
Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas
Polsek setempat.  "Kami datang ke sini untuk men-
jalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan
data yang ada di ruang kantor desa Kohod. Kami pun

ada surat perintahnya," kata salah satu penyidik
Bareskrim Polri.

Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak
memasuki ruangan kades Kohod dan Sekretaris desa
untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data
yang ada di dalam. Selanjutnya, tim penyidik juga
mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara
yang ditangani Bareskrim yakni pagar laut.

Di tempat berbeda, polisi melakukan penggeledahan
di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh
dari penggeledahan pertama di kantor desa. Kades
diperiksa polisi terkait pagar laut Tangerang

Beberapa anggota polisi, langsung menemui dan
mengkonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang
ada di kediaman kades Kohod tersebut. Dalam agenda
penggeledahan tersebut pihaknya menerjunkan se-
banyak 20 personel dengan dibagi tiga tim. 

(Ant/Has)-f
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Retret dilaksanakan di Akmil
Magelang selama 21-28 Februari.
Retret dilaksanakan usai kepala da-
erah tersebut dilantik 20 Februari
2025 di Jakarta.

Sementara itu, retret gelombang
kedua melibatkan 40 kepala daerah.
Pelaksanaan retret gelombang ke-
dua juga menunggu pelantikan
kepala daerah berdasarkan hasil pu-
tusan MK. 

Pada bagian lain, Wamendagri
mengungkapkan, pembekalan ke-
pala daerah merupakan agenda rutin
yang sudah dilakukan sejak lama. Ia
mengatakan, Kemendagri melalui
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BPSDM) sebagai
institusi yang bertugas mengem-
bangkan sumberdaya manusia di
lingkungan suatu kementerian atau
pemerintah daerah menyelenggara-
kannya selama dua minggu. Semen-
tara Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas) melakukan pembekal-
an selama satu hingga dua bulan.

Bima menegaskan pembekalan
kepala daerah dalam bentuk retret di
kompleks Akmil Magelang sangat
penting, lantaran tidak semua kepala
daerah memiliki latar belakang pe-
merintahan.                        (Ant/Obi)-d
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